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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR |00 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG TATA NIAGA KOMODITAS HASIL
PERIKANAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

a. bahwa Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi

Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022:

.bahwa untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan

komoditas hasil perikanan berupa rumput laut dalam
bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan di dalam
Daerah sehingga diperlukan kebijakan pendistribusian
guna menjamin stabilitas pasokan bahan baku dan harga
rumput laut, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 39 Tahun 2022, perlu diubah;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam hurufa dan hurufb, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2022
tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);‘6



. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398};

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0086); k




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG TATA NIAGA
KOMODITAS HASIL PERIKANAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

Pasal I
Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu
ayat (4) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan nilai tambah Komoditas Hasil Perikanan,
Pemerintah Daerah membatasi jumlah Bahan Baku Komoditas Hasil
Perikanan yang akan didistribusikan.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan setelah
melakukan pengkajian.

(3) Komoditas Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus
untuk rumput laut dalam bentuk bahan baku yang sudah dikeringkan
dilarang untuk diperdagangkan ke luar wilayah Daerah.

(4) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Dinas dalam hal terjadi
kelebihan produksi atau keadaan lainnya yang menjadikan penumpukan
rumput laut di dalam Daerah.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal\ 13 Oktober 2022
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